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Publik Asosiasi 

Pengusaha 
Indonesia 

(Apindo) Sutrisno 
Iwantono meminta 

pemerintah 
meningkatkan 

belanja APBN 2020 
yang dinilai masih 

belum memadai 
agar kecenderungan 

penurunan 
pertumbuhan 
ekonomi bisa 

diatasi.

ISTIMEWA
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Jakarta, HanTer -  “Saran 
saya kita harus berupaya 
keras menghentikan trend 
ke bawah yang terus mene-
rus ini,” kata Iwantono di 
Jakarta Kamis (6/8/2020), 
menanggapi kontraksi eko-
nomi sebesar 5,32 persen 
secara “year on year” pada 
kuartal kedua 2020.

Caranya, kata Iwantono, 
dengan segera meningkatkan 
daya beli masyarakat melalui 
kebijakan moneter dan fi skal. 
Untuk moneter, katanya, 
sudah ada berbagai pelong-
garan di sektor perbankan, 

Rupiah Ditutup Melemah 
jadi Rp14.585 per Dolar AS

BKF: Skema Baru PPN Pertanian 
Tambah Penerimaan Rp300 Miliar

“Harusnya memang kita 
sudah siap untuk skenario 
resesi ekonomi, bukan ske-
nario pemulihan ekonomi, 
karena akan beda skenario 
yang ditampilkan,” jelasnya.

Bahkan, lanjut dia, se-
jumlah negara sudah men-
deklarasikan diri mengalami 
resesi ekonomi tanpa me-
nunggu dua kuartal bertu-
rut-turut. Tujuannya, agar 
masyarakatnya maupun pe-
laku usaha mempersiapkan 
diri menghadapi kondisi 
tersebut.

“Misalnya, Korea Selatan 
dan AS menggunakan defi -
nisi sendiri, apabila dalam 
berbulan-bulan ekonominya 
turun drastis, mereka sudah 
katakan kalau mereka sudah 
resesi,” paparnya.

Ia menuturkan resesi 
ekonomi akan meningkat-
kan jumlah pengangguran 
dan kemiskinan di suatu 
negara. Prediksi, jumlah pen-
duduk miskin bertambah 
5 juta hingga 10 juta orang, 
sedangkan pengangguran 
akibat PHK bertambah 10 
juta orang,

“Pada kuartal II saja, ke-
rugian ekonomi mengguna-
kan harga konstan itu Rp145 
triliun dibandingkan periode 
yang sama tahun lalu. Arti-
nya, besar sekali kerugian 
yang diterima oleh ekonomi 
negara ini,” katanya. 

 Safari/Danial/Ant

Jakarta, HanTer - Nilai 
tukar (kurs) rupiah yang 
ditransaksikan antarbank 
di Jakarta pada Kamis sore 
ditutup melemah seiring 
kekhawatiran memburuk-
nya hubungan Amerika Se-
rikat-China Rupiah ditutup 
melemah 35 poin atau 0,24 
persen menjadi Rp14.585 
per dolar AS dari sebelum-
nya Rp14.550 per dolar AS.

“Tadi di  pasar ber-
kembang kembali adanya 
kekhawatiran ketegangan 
hubungan AS-China,” kata 
Kepala Riset dan Edukasi 
Monex Investindo Futures 
Ariston Tjendra di Jakarta, 

Kamis (6/8/2020).
Dari dalam negeri, lanjut 

Ariston, data PDB Indonesia 
kuartal II 2020 Indonesia 
yang di bawah perkiraan, 
juga mempengaruhi pe-
nilaian pedagang (trader) 
terhadap rupiah. 

Pagi tadi rupiah sempat 
menguat. Data perubahan 
jumlah orang yang dipe-
kerjakan di luar sektor per-
tanian dan pemerintahan 
di AS yang disurvei oleh 
perusahaan swasta AS, Au-
tomatic Data Processing 
Inc, dilaporkan mengalami 
kenaikan.

Namun, angkanya men-

capai 167 ribu orang, jauh di 
bawah ekspektasi pasar 1,2 
juta orang. Hal itu membe-
rikan sentimen negatif ke 
dolar AS. Selain itu, pem-
bahasan stimulus fi skal AS 
senilai 1 triliun dolar AS juga 
menjadi sentimen positif 
untuk nilai tukar negara 
pasar berkembang.

Dilansir Antara, rupiah 
pada pagi hari dibuka me-
nguat di posisi Rp14.478 per 
dolar AS. Sepanjang hari, 
rupiah bergerak di kisaran 
Rp14.465 per dolar AS hing-
ga Rp14.605 per dolar AS. 
Sementara itu, kurs tengah 
Bank Indonesia pada Ka-

mis menunjukkan, rupiah 
menguat menjadi Rp14.587 
per dolar AS dibanding 

hari sebelumnya di posisi 
Rp14.623 per dolar AS. 
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Jakarta, HanTer - Ketua 
Umum Kamar Dagang dan 
Industri (Kadin) Indonesia 
Rosan P. Roeslani menye-
but saat ini adalah waktu 
yang tepat bagi pemerintah 
untuk memperbaiki iklim 
investasi di dalam negeri.

“Ini masa yang tepat 
bagi kita untuk memberes-
kan pekerjaan rumah kita. 
Itu kan under control (di 
bawah kendali) kita seperti 
regulasi, peraturan, izin, 
kita tata ulang kembali,” ka-
tanya, Kamis (6/8/2020). 

Menurut Rosan, me-
ngerjakan apa yang ada di 
bawah kendali tentu akan 
lebih mudah dibandingkan 
dengan mengendalikan 
keinginan investor untuk 
berinvestasi. “Kalau inves-
tasi yang dalam maupun 
luar negeri, itu kan di luar 
kontrol kita karena mereka 
kan tidak harus investasi 
di Indonesia juga karena 
ada pilihan negara lain,” 
imbuhnya.

Oleh karena itu, segala 
macam pekerjaan rumah 
yang menghambat masuk-
nya investasi, lanjut Rosan, 
baiknya bisa dibereskan 
saat ini. Terlebih kondisi 
saat ini cukup menantang 
untuk menarik investasi 
masuk karena banyak ne-
gara sumber investasi yang 
juga terdampak COVID-19.

Ia menambahkan, sa-
lah satu upaya yang bisa 
dilakukan untuk memper-
baiki iklim investasi adalah 
dengan mendorong penye-
lesaian RUU Cipta Kerja 

atau Omnibus Law yang 
ditargetkan akan rampung 
pembahasannya pada akhir 
Agustus ini.

“Omnibus Law di-push 
(didorong) untuk selesai ka-
rena setelah itu akan ada 43 
aturan turunan yang akan 
diselesaikan secara para-
lel sehingga tahun depan 
benar-benar kita bisa lang-
sung bergerak cepat dan 
tidak ketinggalan dengan 
negara tetangga,” ujarnya, 
dilansir dari Antara. 

Rosan menuturkan ba-
nyaknya pekerjaan rumah 
terkait investasi, termasuk 
peraturan tumpang tindih, 
inkonsistensi kebijakan 
pemerintah, biaya logistik 
tinggi, masalah perpajakan 
hingga produktivitas tenaga 
kerja, menuntut adanya 
strategi yang diharapkan 
bisa terjawab dalam UU 
Cipta Kerja.

Maka, Omnibus Law 
diharapkan bisa jadi solusi 
dan strategi yang ditunggu 
sejumlah pihak termasuk 
kamar dagang, kedutaan 
dan juga pengusaha asing. 
“Memang, walaupun tidak 
dijawab semua tapi menja-
wab hal-hal yang memang 
harus kita lakukan dari 
dahulu kala. Ini reformasi 
struktural. Negara-nega-
ra lain sudah melakukan 
di 2008 seperti Malaysia, 
Vietnam, Thailand. Nah 
dengan ini (Omnibus Law) 
diharapkan membuat iklim 
investasi kita menjadi lebih 
baik,” katanya. 
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Jakarta, HanTer - Kepala 
Badan Kebijakan Fiskal 
Kementerian Keuangan 
Febrio Nathan Kacaribu me-
nyatakan skema baru pemu-
ngutan Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) produk perta-
nian tertentu melalui PMK 
89/2020 akan menambah 
penerimaan sebesar Rp300 
miliar.

Peraturan tersebut me-
rupakan Peraturan Men-
teri Keuangan (PMK) 89/
PMK.010/2020 tentang 
Nilai Lain Sebagai Dasar 
Pengenaan Pajak Atas Pe-
nyerahan Barang Hasil Per-
tanian Tertentu.

“Kalau hitungan kita 
dampak PMK ini ke pene-

rimaan PPN tidak terlalu 
besar untuk tahun ini yaitu 
sekitar Rp300 miliar,” kata-
nya dalam diskusi daring di 
Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Febrio menjelaskan se-
belum ada PMK itu barang 
kena pajak yang berasal dari 
petani maupun kelompok 
petani dengan omzet di atas 
Rp4,8 miliar dikenai PPN 
10 persen dari harga jual. 
Sementara melalui pera-
turan tersebut petani dapat 
memilih menggunakan nilai 
lain sebagai dasar penge-
naan pajak yaitu 10 persen 
dari harga jual sehingga 
tarif efektif PPN menjadi 1 
persen dari harga jual.

“Petani diberikan pi-

lihan untuk menggunakan 
mekanisme dasar penge-
naan pajak (DPP) nilai lain 
sehingga tergantung kondisi 
petani yang bersangkutan 
lebih optimalnya menggu-
nakan opsi yang mana,” 
katanya.

Berbagai barang hasil 
pertanian yang dapat meng-
gunakan nilai lain adalah 
barang hasil perkebunan, 
tanaman pangan, tanaman 
hias dan obat, hasil hutan 
kayu, dan hasil hutan bukan 
kayu.

Meski demikian, Febrio 
menyatakan tujuan dari 
dikeluarkannya peraturan 
ini tidak sepenuhnya untuk 
mengumpulkan penerima-

an melainkan juga dalam 
rangka memberikan ke-
pastian hukum bagi pelaku 
usaha sektor pertanian.

Hal itu diupayakan ka-
rena fasilitas pembebasan 
PPN melalui PP 12 Tahun 
2001 s.t.d.t.d. PP 31 tahun 
2007 dicabut oleh putusan 
Mahkamah Agung No 70 P/
Hum/2013 sehingga penye-
rahan barang hasil pertani-
an menjadi terutang PPN.

Ia mengatakan sejak pu-
tusan dicabut petani masih 
kesulitan untuk memenuhi 
kewajiban perpajakannya 
sehingga kemudahan yang 
ditawarkan PMK ini dapat 
menjadi jalan keluar. “Pe-
sannya bukan ke penerima-

annya tapi kepastian hukum 
yang lebih dikejar karena 
pelaku usaha di sektor per-
tanian juga sudah menung-
gu PMK ini,” tegasnya.

Ia menjelaskan kontri-
busi pertanian kepada pro-
duk domestik bruto (PDB) 
cukup besar yaitu 13 persen, 
sedangkan kontribusi untuk 
penerimaan pajak masih 
rendah. “Kalau PDB kita 
2019 itu sekitar Rp16 ribu 
triliun dan pertanian saja 
itu 13 persen berati hampir 
sekitar Rp2 ribu triliun. Tapi 
sektor pertanian relatif kecil 
kontribusinya sama pajak. 
Ini yang kita ingin tekan-
kan,” tegasnya. 

 Ant

dikorupsi dan tidak ada moral 
hazard, seharusnya semua bisa 
dijalankan dengan tenang.

Skenario Resesi
Terpisah, Ekonom Indef 

Tauhid Ahmad menilai pe-
merintah perlu menyiapkan 
skenario jika terjadi resesi 
ekonomi pada kuartal ketiga 
tahun ini, meskipun pertum-
buhan ekonomi RI baru satu 
kali tercatat negatif.

Resesi ekonomi adalah 
kondisi sebuah negara meng-
alami kontraksi pertumbuh-
an ekonomi secara tahunan 
(yoy) selama dua kuartal 
berturut-turut. Pada kuartal 
II, pertumbuhan ekonomi 
Indonesia minus 5,32 persen. 

walaupun tidak semua me-
rasakan. “Sudah ada lebih 
dari Rp800 triliun untuk 
restrukturisasi,” katanya.

Namun di sisi fi skal, kata-
nya, masih jauh ketinggalan. 
Belanja APBN masih sedikit 
dari total APBN yang sekitar 
Rp2.700 triliun. Selain itu, 
katanya, stimulus ekonomi 
yang jumlahnya Rp 695,2 
triliun lambat sekali reali-
sasinya, baru sekitar 20-25 
persen.

Ia mengatakan, jika hal 
ini terjadi maka daya beli 
masyarakat terus membu-
ruk, karena likuiditas kering. 
Padahal, katanya, Presiden 
Joko Widodo, sudah berkali-
kali marah dan beberapa 

hari lalu masih juga mem-
persoalkan itu. “Ini memang 
aneh Presiden sudah ancam 
mau reshuffle kabinet se-
gala, tetapi jalannya seperti 
keong. Gawat juga kalau 
Presiden sudah ancam tapi di 
bawahnya seperti gak takut,” 
katanya.

Menurut Iwantono, ren-
dahnya belanja APBN karena 
birokrasi agak ketakutan atau 
terlalu berhati-hati agar tidak 
salah yang bisa membawanya 
ke ranah hukum.

Iwantono meminta para 
pejabat terkait segera duduk 
bersama mencari solusi agar 
pelaksana proyek dan penggu-
na anggaran tidak paranoid, 
dan dipastikan sepanjang tidak 

Kadin: Waktunya 
Perbaiki Iklim Investasi


